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ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah
kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai
kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.
Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar,
yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan
penipuan.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu Pertama,
Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat berdasarkan Kitab Undang — undang
hukum Pidana (KUHP), Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hukum tentang pemalsuan surat
menurut Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Penelitan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaida-
kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah tentang
pemalsuan surat atau akte palsu berdasarkan Undang-undang 1945 Bab XII buku 11 KUHP,
dari Pasal 263 sampai Pasal 276.

Faktor-faktor penyebab dan pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan
perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan ekonomi ataupun permasalahan pemenuhan
kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya
untuk memenuhi hal tersebut.

Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Tindak Pidana Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. Dalam keseharian kita berbagai komentar tentang
suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, dan Hukum juga
mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya
ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan
kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Hukum juga mengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari
kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga.
Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan
yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut.

Seperti sering banyak kita lihat di media tindakan-tindakan kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain, sehingga kegiatan-kegiatan
itu menjadi pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan. Seperti, penipuan,
pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran-pelanggaran lain
yang sudah di tetapkan dalam sebuah aturan hukum.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat
adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang
disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan

dengan kepentingan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis



pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang
pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Dan ketertiban
masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap
negara/ketertiban masyarakat. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadiperhatian dari
berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah
agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan Klasifikasi dari
kejahatan tersebut.

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu
diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah
seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah
palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu senantiasa
dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan factor pendorong yang paling besar
sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan
ekonomi ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin
meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal
tersebut. Penggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu
bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi diera
modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat
menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan
surat dan menggunakan surat palsu tersebut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4

(empat) macam objek surat :*

! Adam ichazawi Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.2001. halaman 16



lalah surat yang menimbulkan suatu hak;

Surat yang menerbitkan suatu perikatan;

Surat yang menimbulkan pembebasan utang ; dan

Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

N .

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat adalah
perbuatan membuat surat palsu (valschelij kop maaken) dan memalsukan (vervalsen).

Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai
macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya
tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung
sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari
luar seolah-olah benar adanya, padahal sesunggunhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap
penyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk
menangulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk
kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan
sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adam ichazawi :?

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah

satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi

tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan
perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya
dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan
adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran
atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar

seoalaholah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya.”

2 Adam ichazawi.. Pelajaran Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2005,
halaman. 3



Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu
tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku Il pasal 263 ayat (2) Kitab
Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 263 KUHP, s/d Pasal
276 KUHPidana sebagai berikut :

Adapun Pasal 263 KHUP (membuat surat palsu dan memalsukan surat) ;

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat
menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan
bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau
menyuruh orang lain menggunakan surat — surat itu seolah olah surat
itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat,
dengan hukuman penjara selama — lamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat
mendatangkan sesuatu kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) ;

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun, jika dilakukan terhadap ;

a. Akta-akta otentik;

b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau
bagiannya ataupun dai suatu lembaga umum;

c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu
perkumpulan, yayasan, perseroan, atau paskapai;

d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukri yang dikeluarkan
sebagai pengganti surat-surat itu;

e. Surat kredit atau surat dagang yng diperuntuhkan untuk diedarkan.

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 266 KHUP berbunyi sebagai berikut ;

% Lihat ketentuan Undang-undang KUHP Pasal 263,264 dan 266



1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan
oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
lain memakai kata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan
kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,
dengan pidna penjara paling lama tujuh tahun;

2. Diancam dengan pidana yng sama barang siapa dengan sengaja
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pada pasal tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya harus benar-
benar mengetahui bahwa surat yang di gunakan itu adalah palsu dan dapat
mendatangkan kerugian. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur
kejahatan tersebut,maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali
sosial dan pemidanaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi
kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berinisiatif untuk melakukan
suatu penelitian dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku

Kejahatan Pemalsuan Surat/Akte Palsu Dalam Lingkup Polda Sumut”. lebih

lanjut adapun permasalahan yang akan peneliti teliti adalah ;

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang dikemukankan dalam latar belakang diatas maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ;
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat berdasarkan
Kitab Undang — undang hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tentang pemalsuan surat menurut

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) ?



C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara
lain ;
1. Untuk mengetehui pengaturan hukum membuat surat palsu atau
memalsukan surat menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui peran dan penerapan penegak hukum dari hukum
pidana terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang

dipalsukan

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Secara Akademisi yaitu ;

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu
pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan
untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana pemalsuan
surat.

c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya
analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang berkembang
seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak
pidana pemalsuan surat.

2. Manfaat seacara Teoritis, yaitu ;
Untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam

bidang hukum pidana, dapat memberi sumbangan pemikiran kepada



praktisi hukum dan masyarakat pada umunya yang ingin memahami
lebih mendalam tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Manfaat secara Praktis yaitu ;

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya dalam
penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan

surat palsu atau yang dipalsukan.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainnya). Menurut Kamus Hukum,
kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi
hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat,
memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.*
Menurut Surayin tinjau yuridis adalah ;
Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih
mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen
serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang
dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk
menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil
analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.®
Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang
diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua
orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang
yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.®
Yuridis juga merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata
hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan,
kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis

adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu

4 Berdasarkan penelusuran dan pencarian penulis tentang arti kata tinajuan dan yuridis

dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya,2005,
halaman. 10

® 1bid.



permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya
dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai
pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk
membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan
hukum Kkhususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan
kematian.’

B.  Tinjaun Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “delictum” atau
“delicta”. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “delict” yang artinya suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam
bahasa belanda dikenal dengan istilah “strafbaar feit”. Istilah delik sebetulnya
tidak ada kaitannya dengan istilah strafbaarfeit karena istilah itu berasal dari kata
delictum (latin), yang juga dipergunakan dalam pembendaharaan hukum belanda:
delict, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah
strafbaarfeit. Di dalam bahasa indonesia sebagai terjemahan dari strafbaarfeit
atau delict terdapat beberapa istilah seperti ;®
Tindak Pidana
Perbuatan Pidana
Peristiwa Pidana
Pelanggaran Pidana

Perbuatan yang boleh dihukum
Perbuatan yang dapat dihukum.

+0 00 o

Diantara keenam istilah di atas, menurut Sudarto bahwa pembentukan

undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau

7 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, Bandung, Mandar Maju,2008
Halaman. 83

8 Ishaq dan Efendi, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016,
halaman. 136



lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh
pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh prasetyo karena
pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana
sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami
oleh masyaraka.®

Adapun pendapat para sarjana dan beberapa ahli mengenai tindak pidana

sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Menurut Roeslan saleh, “straafbaar feit” adalah memberikan batasan
peraturan pidana dalam perbuatan yan berentangan dengan tata atau
ketentuan yang dikehendaki oleh hukum

3. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut.

4. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiva pidana ialah sesuatu
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan
dengan undangundang atau peraturan-peratutan lainnya, terhadap
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.°

Pengertian tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau

perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu

® Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, halaman. 49
10 1bid. halaman 137
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bertanggung jawab. Sedangkan, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula
dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-
citakan oleh masyarakat.!*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat
dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai
suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Harus ada suatu perbuatan manusia

Perbuatan manusia itu harus melawan hokum

Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.*?

o0 o

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur
subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu
adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri
si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di
dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan
dari si pelaku itu dilakukan.

Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di
dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

11 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2014,
halaman. 97
12 Ishaq dan Efendi, Pengantar Hukum...Op.Cit., halaman. 137
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3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam

kejahatankejahatan pencuriaan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan
lain-lain.

Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau
“Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan
terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas,
yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
sesuatu kenyataan sebagai akibat.*3

Jadi dari penjelasan di atas, dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana

secara garis besar yaitu:

1.
2.
3.

4.
5

Adanya niat

Perbuatan yang sudah dilakukan
Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung

jawabkan

Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian
Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi
pidana.

C. Pemalsuan Surat

1.

Pengertian Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap

kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri

sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat

yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas

beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan

13 Lamintang dan Franciscus Teojunior, Dasar-dasar Hukum Pidana Diindonesia, Jakarta:

Sinar Grafika, 2014, halaman. 192
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pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat
tersebut.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di
dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek)
yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan
dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).'*

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan
niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal
mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu
barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang
tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang
orang lain terperdaya.

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan
penipuan)

3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan
dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan
sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa :

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur

keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu

tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan
dengan yang sebenarnya.

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan

hukum (rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana

yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan

14 Teguh Prasetyo, Hukum pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman. 58
15 Topo Santoso, 2001. Kriminologi. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2001., halaman
77
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dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum
terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai
kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-
macam hal, misalnya informasi, berita keadaan tertentu dan sebagainya. Dari
sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang
hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita,
atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis
dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai
kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau
ditulisakan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu
tindak pidana pemalsuan surat.®

Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa,
dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun
dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau
makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut
harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah
pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari
masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini titujukan sebagai
perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran
mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh

umum (piblica fides) pada surat.'’

6 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,... Op. Cit,, halaman. 5-6
17 1bid. halaman. 135
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Menurut Soenarto Soerodibro mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah
suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan
persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara
perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/
membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat,kemudian
dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan
dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh
perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu
atau surat tidak asli.®

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1). Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutamg, atau
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan
pidana penjara paling lama 6 tahun.

2). Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana,

masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur

perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan

18 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP. Raja Grafindo Persada. Jakarta.1994,
Halaman.154
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memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai
surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut
saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda
tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang
tidak sama.*®

2. Unsur — Unsur Pemalsuan Surat

Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat
menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan
adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsu tersebut
digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua
orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan
kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya,
kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.?

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu
surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),
atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau
memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan
oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu
sudah diwuudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si
pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin

ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.?:

19 Adami Chazawi... Op. Cit. .halaman 137
20 |bid. halaman. 153
21 bid.
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Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII buku Il
KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:?2

a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga
disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).

b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).

c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal
266).

d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).

e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).

f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).

g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Menurut Adami Chazawi mengemukan dalam Pasal 263 tersebut ada 2
kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat
ke-1 terdiri dari unsur-unsur ;

a. Unsur-unsur obyektif:

1. Perbuatan:

a. Membuat palsu;
b. Memalsu;

Obyeknya yakni surat:

a. Yang dapat menimbulkan suatu hak;

b. Yang menimbulkan suatu perikatan;

c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.

b. Unsur subyektifnya:

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu.Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif;

a. Perbuatan memakai;

22 |bid.halaman. 136
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Obyeknya yakni :

a. Surat palsu;
b. Surat yang dipalsukan

Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Unsur subyektifnya yaitu
dengan sengaja. Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui
terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu
surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun
perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat
sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum

perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan.?

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menganut dualistis yaitu pemisahan tindak
pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada
pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada
dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang
padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kajian ini seseorang yang
melakukan  perbuatan tindak pidana korupsi belum tentu dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan
pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis) oleh karena itu peneliti
akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana dalam tulisan ini.

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan

beberapa istilah yang setidaknya mengambarkan bahwa telah terjadinya suatu

23 Adami Chazawi mengemukan....Op.Cit..halaman. 98-99
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peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar
KUHP. Dalam pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk
memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu
peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau
diklafilikasi sebagai “tindak pidana”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang
peristiva pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya
memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam
Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan
Dian Andriasari mendefinisikan perbutan pidana adalah perbuatan yang dilarang
dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.?*

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagimana yang telah dibicarakan
di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan
bertanggung jawab (torekeningsvatbarrbeid) ini ke dalam unsur tindak pidana,
memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab
ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap
rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggung
jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan
unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak
pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan.?®

Apakah istilah “perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah
Belanda “starbarr feit”. Untuk menjawab hal tersebut perlu kita ketahui dahulu

apakah artinya “strabaar feit” adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan

2 Edi Setiadi dan Dian Andriasari. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, halaman. 60.

% Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana,
Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana), Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2014, halaman. 146.
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pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan
yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.?®

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah
dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian
ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan
dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan
dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini
berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif
dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psykologis tertentu yang
telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.?’

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni mengatakan
pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan
terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukanya. Oleh
karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan
objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah
melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara
subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas
tindak pidana yang dilakukanya sehingga ia patut dipidana.?®

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi

suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut

2% Edi Setiadi dan Dian Andriasari. . Op.,Cit, halaman. 60.

27 Agus Rusianto. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis
Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya, Jakarta: Pranamedia Group, 2016,
halaman. 14.

28 Syamsul Fatoni.. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis
untuk Keadilan, Malang, 2016: Setara Press, halaman. 39.

20



menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.?®Dalam bahasa latin
terdapat istilah “actus non facit reum, nisi mens sit red” yang berarti bahwa suatu
perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinya
patut disalahkan secara hukum.*

Hal yang diuraikan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan
Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan
dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari keslahan. Lain halnya
dengan Strafbarr feit, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan
kesalahan.3!

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Dalam bukunya, Amir llyas menjelaskan dan membagi unsur-
unsur pertanggungjawaban pidana menjadi tiga, yaitu mampu bertanggungjawab,
kesalahan, serta tidak ada alasan pemaaf.®?

a. Mampu BertanggungJawab Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada
pemidanaan petindak, jia telah melakukan suatu tindak pidana dan
memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang(diharuskan),
seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan
tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada
peniadaan sifat melawan hukum atau reschtsvaardidigings gronden atau

alasan pembenar) untuk itu.

2 Tjadra Sridjaja Pradjonggo. Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi,
cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, halaman. 37.
%0 Ibid, halaman. 38.
31 Ibid, halaman. 39.
%2 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana di (Memahami Tidank Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset,
Yogyakarta, halaman. 75.
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Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang

“mampu bertanggung jawab yang dipertanggungjawabkan”. Dikatakan

seseorang mampu bertanggungjawab (berekeningsvatbaar), yang menurut E.Y.

Kanter dan S.R. Sianturi memiliki unsur mampu bertanggungjawab antara lain:
1) Keadaan jiwanya:

a) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus menerus atau
sementara (temporary).

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan
sebagainya).

c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotism, amarah yang
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur /
slaapwendel, mengingau karena demam/koorts, dan lain
sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya:

a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya:

b) Dapat menetukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah
dilaksanakan atau tidak.

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
Membahas lebih lanjut syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu
mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah
mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu
bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal
ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah. Pasal 44 KUHP: "Barang
siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang
tergangggu karena penyakit”. Namun dalam literatur hukum pidana dapat
ditemui beberapa pendapat tentang hal ini.

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatanya.
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Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut:
Moeljatno  berpendapat  bahwa  kesalahan dan  kemampuan
bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan
karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat. Jadi
kesimpulanya untuk adanya pemidanaaan maka tidak cukup apabila
seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping
itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung
jawab. 33
Kesalahan
Dalam bukunya, Amirllyas menjelaskan bahwa kesalahan dianggap ada,
apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan
yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana
dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Berikut ini beberapa
jenis kesalahan.®*
1) Kesengajaan, terbagi menjadi tiga antara lain:

a. Sengaja sebagai niat (ogmerk)

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (zekerheidsbewustzjin)

c. Sengaja  sadar akan  kemungkinan  (dolus  eventualis,

mogelijkeheidsbewuitzjin)

2) Kealpaan, terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Kelalaian berat (culpa lata)
b. Kelalaian ringan (culpa levis)

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana
tampa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya
sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (afwezigheids van alle
materille wederrechtelijkheid) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran
sifat melawan hukum materil.>*Asas tersebut merupakan pasangan asas

legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau

33 Ibid, halaman. 62.
34 Ibid. halaman 77
% Syamsul Fatoni.,Op.,Cit, halaman. 40.
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perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat
dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tampa
sifat melawan hukum.3®

Sedangkan menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang
tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya
hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang
sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan
perbuatan tadi.®’Dengan demikian untuk adanya kesalahan harus
dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu:
Pertama, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan Kedua, adanya
hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan
yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.®
Tidak Ada Alasan Pemaaf
Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan
bertanggungjawab dari pelaku. la menginsyafi hakikat dari tindakan yang
dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat
menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan
tersebut itu adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan
akibat dari dorongan sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di
luar kehendaknya sama sekali.
Adapun yang dimaksud alasan pemaaf menurut Amir ilyas dalam bukunya

““ asas-asas hukum pidana” terdiri atas:*°

% Ibid, halaman. 40.

37 Edi Setiadi dan Dian Andriasari.,Op.,Cit, halaman. 61.
% Ibid, halaman. 61.

%9 |bid. halaman 91
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1) Daya paksa relatif (overmacht), Pasal 48 KUHP.
2) Pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer) Pasal 49 ayat (2)
KUHP
3) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan
pelakunya mengirah sah ( Pasal 52 ayat (2) KUHP).
a. Tidak ada alasan pembenar.

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk
dalam alasan pembenar yaitu suatu alasan bersifat obejektif dan melekat pada
perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembenar ini
terbagi atas sebagai berikut:

1. Adanya daya paksa (overmacht) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

Pengaturan tentang overmacht telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP
sebagaimana yang berbunyi. “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah
melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang
memaksa”.

Menurut Van Toelchting mengatakan, yang juga ada dalam tulisan P.A.F
Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut.

Overmacht itu disebut dalam suatu “uitwndige oorzaak van

onterekenbaarheid” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar

yang  membuat suatu dari  perbuatan itu  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan
sebagai “elke krach, elce drang, waaran men gen westand kan bieden”
atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap
kekauatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan
perlawanan.*°

2. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan

di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. “Tidaklah dapat

dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk

40 P.A.F. Lamintang., Op.,Cit, halaman. 428.

25



melaksaksanakan suatu peraturan perundang-undangan” hal yang dimana
tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam
hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, uakni Pasal 327 Code
Penal.

Mengenai teori pertanggungjawaban pidana terhadap penjatuhan pidana
tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yang terkait dengan jabatan publik untuk mempertangungjawabkan perbuatan
korupsinya di ukur dengan niat jahat (mens rea) pelaku, jika perbuatan yang
diemban sebagai pejabat publik dan mendapatkan kekuasaan serta disalah
gunakan tentu bukan hanya niat jahat yang telah terpenuhi, tetapi unsur actus reus
yaitu adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang
berlaku, dalam hal ini tentu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setalah perbuatan korupsi dengan modus operandinya yang menggunakan
kewenangan yang berupa jabatan publiknya, pencabutan hak politik hanya
merupakan pemberatan sanksi, dikarenakan tercelanya perbuatan pelaku.

Teori pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana
korupsi menurut penulis sudah tentu dapat diterapkan pertanggungjawban pidana
dikarenakan korupsi merupakan white coller crime artinya tidak semua orang
yang dapat melakukan tindak pidana korupsi hanya terhadap orang-orang tertentu
seperti memiliki kekuasaan, jabatan, atau mempunyai kedekatan dengan unsur

pimpinan.
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E. Pemidanaan

1.

Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

sebagai hukum, sedangkan ‘“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van

Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

a.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-
turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus

diperhatikan pada kesemptan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil

sebagai berikut :

a.

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat
dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur
cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran
yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur

cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga
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memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan
putusan hakim.*!

“Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh
negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada
seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu
dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana
merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah
lembaga (kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang
berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.*?

“Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya
yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang
yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan
pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri”.*®

“Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran
pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini
mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai
bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang
berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang

merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai

41 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.Jakarta, Sinar Grafika. 2005.
Halaman. 2

42 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, 2004, halaman. 21

“3 Ibid. halaman.25
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bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi

yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.**

2. Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori pertama menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, dengan
tujuan mengkaji unsur-unsur perbuatan pelaku dan atau modus operandinya,
apakah telah tepat pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.
Kemudian dalam teori kedua ini menggunakan teori pemidanaan yang dimana
apakah penetapan sanksi berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak politik
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan jabatan publik
telah tepat atau tidak, dikarenakan akan dikaji dari segi tujuan hukum pidana
tersebut berlaku.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi.
Keadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa
yangseharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan
berlakunya norma.*®

Menurut Beccaria berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin
kebahagiaan yang sejati dari sebagian besar masyarakat (the greatest happiness of
the great number).* Lebih lanjut beccaria menyatakan bahwa tujuan pemidanaan

adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi

#4 Ibid.halaman 25-26

4Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan
Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Halaman. 82

4H, M. Hamdan, Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHAP,
USU press, Medan, 2010, Halaman. 10
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sarana balas dendam masyarakat (the purpose of punishment is to deter person
from the commission of crime and not to provide social revenge).*’

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan
sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime)
khususnya bagi terpidana.*®

Menurut Wayne R. Lafave dalam Eddy O.S. Hiariej menyebutkan salah
satu tujuan pidana adalah sebagai detterence effect atau efek jera agar pelaku
kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai detterence
effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.
Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka
prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak
mengulangi melakukan kejahatan.*®

R.A. Koesnoen dalam bukunya Politik Penjara Kita (1961), pidana
pencabutan kemerdekaan harus diusahakan tercapainya perlindungan masyarakat
di mana pelaksanaannya ditujukan bagi kepentingan narapidana, masyarakat, dan
korban. Bagi pidana penjara, yang terpenting kemerdekaannya terbatasi dan
memperbaiki narapidana agar kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang
baik.>°

Madiasa Ablisar mengemukakan, adapun yang menjadi dasar daripada
teori ini adalah tujuan daripada penjatuhan pidana. Pengikut aliran ini banyak,

akan tetapi diantara mereka sendiri terdapat perbedaan pendapat dalam alam

“"1bid,. halaman. 11

“8Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 191

4SEddy .0.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta,
2016, halaman. 42

*0Majalah Konstitusi Edisi No 103 September 2015 yang diresensi oleh Miftakhul Huda
dalam bagian Pustaka Klasik, halaman. 71
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pikiran. Pada pokoknya diantara mereka ini ada yang menafsirkan sebagai

berikut:

Tujan pokok daripada pemidanaan ialah:>!

1.
2.

3.
4.
5

Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat

Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat
daripada terjadinya kejahatan

Untuk memperbaiki sipenjahat

Untuk membinasakan sipenjahat

Untuk mencegah kejahatan

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, secara umum ciri-ciri pokok

atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)

Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

Hanya pelanggaran-pelanggarran hukum yang dapat dipersalahkan kepada
si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) untuk adanya pidana
Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatan

. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung

unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan
tidak dapat diterima apabila tidak membaantu pencegahan kejahatan untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat.>?

Membahas lebih lanjut teori pemidanaan hal yang tidak kalah penting

adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum

pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan

pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis.>

Hal tersebut terdapat dalam pasal 54 RUU KUHP tahun 2015 vyang

menyebutkan:>*

Pemidanaan bertujuan:

*IMadiasa Ablisar, Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan dan Menjalani Pidana, Pustaka

Bangsa Press, 2005, halaman. 11

%2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni,

Bandung, 1992, halaman. 15

53Mahrus Ali, Op. Cit,. halaman. 192
54 Rancangan KUHP Tahun 2015
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a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat; dan

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori pemidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongna

teori pembalasan, golonngan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar

hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena Kkejahatan itu
menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan
pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.>® Teori pembalasan ini
menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus
teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat coelum” yang
maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus
tetap menjalakan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip
moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum
adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada
hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.
Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan
karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.®

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan

sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan

5 Leden Marpaung , Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
halaman.105

% Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung, 2011.
halaman.142
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efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori
pembalasan atau teori absolut dibsgi dalam dua macam, yaitu:®’

a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemnuhan kepuasan
dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan
pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana
atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si
pelaku pidana.

b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut
teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan.
Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan
yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana
yang ringan.

1. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud
dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat
sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat
diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan
terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang
mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak
akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.®
Mengenai tujuan — tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk

memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :%°

>7 Ibid
%8 1hid
%9 1bid
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a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus
diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan
kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat
— beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum
sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi
masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat
terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk
semntara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di
lindungi oleh orang — orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan
umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut — nakuti.
Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap
kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan
sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh
bahwa dengan berbuat tindak pidana merekan akan mendapakan sebuah imbalan
berupa hukuman sehingga meraka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan tori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang
khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons bependapat :°°

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai
peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran

dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam
masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman

60 |_eden Marpaung, 4sas Teori...Op.Cit...halaman.106-107
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dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan — praturan
senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”

2. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori
relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan
pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara
terpadu.’ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai
suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan
ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:®

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu
tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk
dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.

b. Toeri gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyrakat,
tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari
perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pemblasan ini didukung oleh

Zevenbergen yang bependpat bahwa :%
“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud
melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan
mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu
pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk
memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau

pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar

61 Niniek Suparni. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”.
Sinar Grafika, Jakarta,2007, halaman, 19

62 Adami Chazaw. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta.2002,
halaman.162

83 Ihid
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supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan
terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan
perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos.

Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar
sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan
pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang —
undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan
umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk
menakut- nakuti, memperbaikin dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam
hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang —
undang atau berdasarkan hukum dari masyarakaat.®*

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut — nakuti dari
pidana terletak pada pencegahan umum vyaitu tidak hanya pada ancaman
pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim.
Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efetifitasnya
untuk menakut — nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi
takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut
untuk masuk penjara.®

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum
ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi
melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek

jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

64 1bid. halaman.163
% |hid. halaman. 164
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3. Jenis - Jenis Pidana
Jenis-jenis pidana diatur dalam Buku | Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan
menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati

no

Pidana penjara

w

Pidana kurungan

&

Pidana denda
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman
selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP:
1. Pidana Mati
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya
pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan
(Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.
2. Pidana Penjara
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang,
yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih
berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.
Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran

atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara
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minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam

Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

a.

b.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu
tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah
satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-
turut.

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya
hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup,
dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana
penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas
lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan
(concursus), pengulangan (residive) atau karena yang telah
ditentukan dalam Pasal 52.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh
lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih

ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan

kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum seharihari,

misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini

ditentukan dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut:

a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari
dan paling lama satu tahun.

b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu
tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang
disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan,
atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga

diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau

kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan

minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada
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ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP

sebagai berikut:

a.

b.

Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima
sen.

Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar
maka diganti dengan hukuman kurungan.

Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa,
bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu
hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah
gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak
cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya
yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya
delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu
ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi
kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.

Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan
bulan. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik
keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

a) Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut: Hak-hak

terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-
hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau
dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan

tertentu;

Hak memasuki angkatan bersenjata;

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum;

4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut
hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali,
wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas
orang yang bukan anak sendiri;

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

N
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b) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari
jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan

penguasa lain untuk pemecatan itu.%

8 Niniek Suparni. “ Eksistensi Pidana...Op.Cit. halaman. 36-41.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah disebut juga dengan istilah metodologi yang
berasal dari bahasa yunani “methodos” yang artinya ‘jalan’ atau cara, yang
dimaksud ‘jalan ke ilmu pengetahuan’ atau ‘cara kerja ilmiah’. Ilmu yang
mempelajari cara kerja ilmiah disebut ‘metodologi’®’ namun demikian menurut
kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai
berikut.%®

1) Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penelian.

2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Sedangkan penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yaitu
yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari).%® research berarti
pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari
pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata
lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia
melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang Kita tidak ketahui,
dan apa yang kita coba cari,temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran
mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.”®

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas,
dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai

tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk

7H.hilman hadikusuma,metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum, (Bandung
: CV. Mandarmaju, 2013),halaman.58
88S0erjono Soekamto,pangantar penelitian hukum, (Jakarta : Ul-press, 1986), halaman..5.
®Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Indonesia,
Jakarta 2005), halaman. 27.
Amiruddin dan H.zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta : Raja
grafindo persada, 2012), halaman.19.

41



mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskipsi

mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.’*

A.

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian
1. Ruang lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, perlu ditegaskan dan ditekankan batasan-
batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan ini dilakukan agar penelitian
ini berlangsung secara sistematis dang menghindari peneliti yang
mengambang yang pada akhirnya tidak terarah. Tipe penelitian ini adalah
menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan menggunakan data
sekunder. Penyajian data dalam penulisan ini berdasarkan metode deskriptif
dan juridis empiris yang di tujukan dalam penyelesaian suatu masalah.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang
akan di teliti yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Pemalsuan
Surat/Akte Palsu Dalam Lingkup Polda Sumut”
2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian daerah Sumatera
Utara, yang beralamat di JI. Tanjung Morawa, Km.10,5 No.60, Timbang
Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi sumatera Utara, Kode pos ;
20148. Telepon : 061-7879363.

Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa
lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan ditelliti dan kepolisian

daerah sumatera utara sebagai istansi yang relevan untuk memperoleh data

"Dyah ochtorina dan A.an effendi, Penelitian Hukum (legal research), (Jakarta : Sinar

grafika, 2014), halaman.1
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B.

dan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti
oleh penulis.
Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.
Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang di lakukan dengan cara
menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam
penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.”? serta
pendekatan yuridis, yaitu di lakukan penelitian lapangan (Field research)
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan dalam
penelitian ini.

Penelitian ini  menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat
hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis maka akan dilakukan
juga pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait (stake
holders) pihak dan data Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berkaitan
langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskritif analitis. Karakteristik
dari deskritif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti
mungkin tentang keadaan perilaku manusia, atau gejala-gejala lainnya,

terutama untuk mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat membantu

2Zainudin ali, metode penelitian hukum,(Jakarta : Sinargrafika. 2009). halaman.105.
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didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-
teori baru.”
C. Sumber Data
Data primer penelitian ini adalah hasil observasi, pencatatan, dan
interview Direktorat Reserse Kriminal Umum Harda dan Tahbang Polda
Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang menjadi subjek penelitian. Pengumpulan
data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui  penelitian
kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan
penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep
teori dan pendapat atau pemikiran konseptual, dengan objek yang diteliti yang
dapat berupa peraturan-perundangan dan karya ilmiah. Adapun data sekunder
dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya
adalah Penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan Hukum sekunder
Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis
oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat
para serjana, magister dan kasus hukum pidana yang berkaitan dengan topik

penelitian,serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan ini.

3 Soejono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pres.1986). halaman.10
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3. Bahan hukum tersier
Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus
hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan laporan ilmiah yang akan
dianalisa dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.
D. Metode Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Studi kepustakaan (Library Research) adalah metode tunggal yang
dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.” Informasi tersebut
dapat diperoleh melaui peraturan perundang-undangan dan artikel.
Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam
penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum,
pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier
yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, majalah hukum,
internet.

2. Studi lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data secara
langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data.
Tujuannya untuk menjawab rumusan permasalahan didalam penelitian
ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
wawancara pada informan. Informan disini antara lain; AKP. Masfan
Naibaho, dengan jabatan Panit Harda Direktorat Reserse Kriminal

Umum Harda dan Tahbang Polda Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Alat

"4Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996 ),
halaman..50.
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pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi
dokumen vyaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan
menelusuri dan sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.”
E. Metode Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke
dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.”® Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data
dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).”’
Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan
asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat untuk dan
komplek bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau
variasi.”®
Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library
Research) dan dari data lapangan (Field Research) yang kemudian di
interpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan
kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan.
Dan data tersebut di analsisis menurut hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku saat ini. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode

deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

>Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),
halaman. 2.

8exy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
2004), halaman. 103.

""Johny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia
Publishing, 2008), halaman. 161.

"8Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis
Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), halaman. 53.
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ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian.”

9Johny lbrahim, op.cit., halaman. 241.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Surat Berdasarkan Kitab Undang
— Undang Hukum Pidana

Sebagaimana pemalsuan surat dalam KUHP, terlebih dahulu menjelaskan
yang dimaksud dengan “surat”. Yang diartikan dengan surat dalam KUHP
khususnya bab yang mengatur tentang pemalsuan surat yaitu segala surat baik
yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan
lain-lainnya.

Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto
adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang
tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagaian atau seluruh isinya
menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan
perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan
kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang
tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah
orang selain si pembuat surat.®

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan
bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah

surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya

80 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung
dan Hage Raad, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994, halaman. 155
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bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya
untuk membuktikan suatu perkara.8:

Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975,
menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan
hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si -
penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditadatanganinya.®?

Ditambahkan lagi menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu
arrest HR ( 14-4-1913) yang menyatakan, ’barang siapa dibawah suatu penulisan
membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan
orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. &

Kemudian Mahkamah Agung memperjelas lebih lanjut mengenai definisi
dari “surat palsu” karena dalam KUHP tidak dijelas mengenai hal itu. Adapun
definisi surat palsu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009
yaitu:

“surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran-
kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, maupun mengenai isinya, hingga
sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan
dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan denga isinya, secara palsu
telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat
tersebut”

Adapun pemalsuan surat yang terdapat pada dalam Kitab Undang- Undang

Hukum Pidana, Terdapat beberapa Pasal dalam KUHP yang mencantumkan

81 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon
Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

8 Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973,
tertanggal 5 Juni 1975

8 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP....Op.Cit. halaman. 154
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maksud pelaku sebagai unsur delik, antara lain: Delik pemalsuan surat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi: 84

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai (menggunakan) atau menyuruh orang lain  memakai
(menggunakan) surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
diancan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat
atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu
dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain
untuk memakai (menggunakan) surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Secara umum pemalsuan surat yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah
membuat surat palsu atau memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau
yang telah dipalsukan.

Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang 85

1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda
masuk, surat andil, dll)

2) Yang dapat menerbitkan suatau perjanjian (misalnya surat
perjanjian piutang, perjanjian sewa, pejanjian jual beli).

3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya
Kuintasi atau surat semacam itu).

4) Dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau
peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku
harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Kemudian wirjono dalam bukunya memberikan batasan surat yang dipalsu

hanya dua macam surat yaitu:8®

84 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia,
Bogor, 1996, halaman. 195.

8 Ibid. halaman.197

8 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung.2012, halaman. 187
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1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu
pembebasan dari utang;

2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian (kejadian yang
mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan)

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau
“memalsukan surat”. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan
semestinya(tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga
menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kemudian memalsukan surat adalah
mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli
atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan
surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain
menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat
seperti penyelidikan atau percobaan penelitian tidak dapat dikenakan pasal ini.
Kemudian yang tak kalah penting harus diperhatikan dalam rumusan Pasal ini
adalah pemakaiannya atau penggunaaan surat tersebut harus dapat mendatangkan
kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru
kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan
kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugiaan materiil tetapi juga kerugian
nonmateril sebagaimana Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya
No0.88K/Kr/1974 (15-5-1975) menyatakan, bahwa “dapat mendatangkan kerugian

pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada”.8’

87 Mahkamah Agung, Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung, Cetakan Kedua, 1993,
halaman.2
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1. Penerapan Hukum Atas Keterangan Pemalsuan Surat Atau Dokumen

Palsu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat:

1)

2)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen
palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau
dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
sedikit Rp 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen
palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 38
ayat:
1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada

korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas
nama korporasi.
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2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

3. Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6: Setiap orang adalah orang
perseorangan, termasuk korporasi.

Pngertian korporasi, didalam peraturan perundang-undangan di luar
KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa
pengertian korporasi adalah “sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan
ini juga ditemukan di dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa
peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang
Psikotropika, Narkorkotika dan Undang-Undang Money Laundering dan
sebagainya.®®
2. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat / Akte Palsu

Sesuai uraian diatas tersebut, maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh
korporasi atau pengurus korporasi yang dengan sengaja memberikan atau
menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat

surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang

8Devianti Tjoanto, Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan surat atau
dokumen kewarganegaraan republik indonesia, Jurnal. Lex crimen vol. lii/no. 3/mei-jul/2014.
Halaman. 3.
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dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau
memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka akan
dikenakan sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana denda dan bagi pengurus
korporasi dikenakan pidana penjara. Sesuai dengan pengertian yang diberikan
pada kata faux oleh para pembentuk Code Penal, yakni yang dapat dijadikan
objek dari faux atau pemalsuan hanyalah ecritures atau tulisan-tulisan saja.
Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang
dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-11 KUHP itu juga hanya tulisan-
tulisan.®®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai Sumpah

Palsu Dan Keterangan Palsu.

Pasal 242 ayat:

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya
memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum
kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan
palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi
maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan
merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan
menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpabh.

4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.
KUHP, mengatur mengenai Pemalsuan Surat.

Pasal 263 menyatakan pada ayat:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

8 p.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan
Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan), Edisi ke 2.
Cetakan ke 1,. Sinar Grafika Jakarta. 2009, halaman. 1
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memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang
sudah penulis uraikan diatas tersebut, pembentuk undang-undang ternyata tidak
mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri
pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di
dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus
dilakukan dengan sengaja atau tidak.

KUHP, Pasal 264 ayat:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun, jika dilakukan terhadap:

1) Akta-akta otentik;

2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya
ataupun dari suatu lembaga umum;

3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai
pengganti surat-surat itu;

5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan
seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan
kerugian.

Pasal 266 ayat:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan
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oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,
diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun;

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau
yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan
surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat:

1.

Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu
tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang
ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan
pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan
kebenaran

Pasal 268 ayat:

1.

Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter
tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan
maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang
sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu,
seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269 ayat:

1.

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda
kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat
itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan
kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat
pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat:

1.

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat
penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang
diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin
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kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun
barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama
kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu
seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai
dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat
pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya
sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 ayat:

1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi
kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau
dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai
dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat
pertama, seolaholah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai
dengan kebenaran.

Pasal 274 ayat:

1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas
sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau
penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau
kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud
tersebut, memakai surat keterangan itu seolaholah sejati dan tidak
dipalsukan.

Pasal 275 ayat:

1. Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal
264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam

pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.
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Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun
secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut
dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana,
tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.®°Alat bukti ialah: segala
apa yang menurut undangundang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Alat
bukti; alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan
sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari
ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh:
di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti
(Surat): segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk
mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang
dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti
tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan
mengandung suatu pikiran tertentu.®*

B. Pertanggungjawaban hukum tentang pemalsuan surat menurut Kitab

Undang-undang hukum pidana ( KUHP)

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga criminal
responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk
menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan
atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Perbuatan pidana menunjuk

kepada dilarangnya perbuatan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas

%0 Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
2011. halaman. 97
91 Devianti Tjoanto, Sanksi pidana terhadap pemalsuan....Op. Cit.. halaman. 4 - 8
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legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan
diancam pidana barang siapa yang melakukannya.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas
legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip
bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam
beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah
kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun
kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga
pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.®2

Pertanggungjawaban hukum pidana tentang Seseorang yang melakukan
tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan
perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya
dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan
dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan™ untuk menentukan apakah seorang
pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan
dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai
kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang
tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya

hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

% Nawawi Arief Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman. 23.
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Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika
telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang,
ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum.
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu
bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam,
yaitu:%

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak
sengaja dan tidak diperkirakan.

Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh pekerja notaris maupun

notarisnya sendiri dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak

lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan

9 Hans Kalsen, Teori Hukum Murni, di Terjermahkan oleh Raisul Mutagiem, Bandung,
Nusa & Nuasamedia, 2006, halaman 140
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suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam
akta notaris.

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali Notaris dijerat
dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut :%

1. Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat

palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).

Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)

3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal
266 KUHP).

4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo.
Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266
KUHP).

5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan
menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2)
Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266
KUHP)

N

Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat
atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu
dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain
untuk memakai (menggunakan) surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengandung
unsur motif. Berbicara mengenai pemalsuan tanda tangan, AKP. Masfan Naibaho
berpendapat bahwa :

“Kebanyakan kasus pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan surat, banyak
terjadi dikarenakan adanya perihal menguntungkan pelaku berupa nominal
materi yang tidak sedikit, misalnya memalsukan tanda tangan surat hak
milik tanah untuk digadaikan, pemalsuan ijazah, pemalsuan
surat/aktepalsu dan macam lagi pemalusuan surat yang di perbuat oleh
para pelaku-pelaku pemalsuan, untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini
marak terjadi, dan sebagainya atau dalam garis besarnya pemalsuan surat
dapat terjadi berdasarkan keuntungan materi. Selain itu keadaan sosial
juga berpengaruh, dimana hal ini kebanyakan pelaku pemalsuan tanda
tangan disebabkan faktor masyarakat sekitar, atau dalam arti pelaku
keseringan berada dalam ruang lingkup orang berperilaku jahat.

9 Habib Adjie, hukum notaris indonesia (tafsir tematik terhadap Uu 30 tahun 2004),
penerbit, refika aditama., halaman. 67
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Perkembangan IPTEK berpengaruh besar juga terhadap perkembangan
kriminalitas, misalnya dalam hal pemalsuan tanda tangan semakin
berkembang dalam hal modus pemalsuannya dengan cara menggunakan
beraneka ragam alat-alat, sperti mesin scanner atau pun dengan adanya
fotocopy warna. Beberapa sumber juga mempengaruhi para pelaku pelaku
dalam mempelajari pemalsuan surat, seperti Televisi atau film juga
berpengaruh besar, misalnya dalam acara televisi yang menyiarkan tentang
kupas tuntas dalam melakukan kejahatan, sehingga banyak para pelaku
yang dengan mudah mempelajari celah dalam melakukan kejahatan
tersebut.®
Dalam wawancara peneliti/penulis, AKP. Masfan Naibaho juga
menambahkan dan menjelaskan macam dan ragam prilaku kejahatan dalam
bidang pemalsuan surat tersebut, dan AKP. Masfan Naibaho juga
menggambarkan timbul prilaku kejahatan itu karena didasari oleh beberapa faktor,
dari faktor ekonomi, dan minimnya pendidikan moral dan ahklak yang dipelajari
dari dini, tetapi selain itu dari semua faktor yang diutarakan faktor ekonomilah
yang merupakan hal yang paling dominan membuat seseorang melakukan tindak
kejahatan. Maka dari itu, perlu sesuatu hal yang dianggap paling penting dari
semuanya, adanya suatu perhatian dari pemerintah, agar keadaan sosial ekonomi
masyarakat itu tidak terlalu terpuruk, agar bisa terhidar dari prilaku-prilaku
kejahatan yang berbau kriminal. Karena keadaan sosial ekonomi masyarakat yang
merupakan tempat yang subur untuk timbulnya tindak kejahatan. Dari semua
pelaku-pelaku kejahatan adalah masyarakat yang ekonominya jelek, atau ekonomi
rendah kebawah. Sehingga dari semua itu, membuat sesorang mengundang atau

memancing jiwa krimal manusia dalam segala perbuatannya yang berbau tindak

prilaku kejahatan.%

% Hasil Wawancara Peneliti/penulis Dengan AKP. Masfan Naibaho, dengan jabatan Panit
Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Harda dan Tahbang Polda Kepolisian Daerah Sumatera
Utara, Pada hari senin, Tanggal 22 maret 2021. Pukul 10.00 Wib — 11.00 Wib.

% \Wawancara Peneliti/penulis Dengan AKP. Masfan Naibaho
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Perbandingan Komparatif Dari Data Laporan Polisi Tentang Kasus
Pemalsuan Surat / Akte Palsu Tanda yang Dilimpahkan dan
Ditangani Polisi Daerah Sumatera Utara
Tahun 2018, 2019 dan 2020

Dari hasil penelitian yang telah dijalankan peneliti dapat disajikan tabel

komparasi antara Tahun 2018 , 2019 dan 2020 di Polisi Daerah Sumatera Utara.

Tahun Jumlah Kasus Proses Kasus
2018 39 Kasus Dalam Penanganan Polda Sumut
2019 56 Kasus Dalam Penanganan Polda Sumut
2020 37 Kasus Dalam Penanganan Polda Sumut
Tahun 2018

Jumlah 26 Kasus

- - 2 Kasus 24 Kasus -

Tahun 2019

Jumlah 48 Kasus

5 kasus 16 Kasus 6 Kasus 19 Kasus 2 Kasus

Tahun 2020

Jumlah 37 Kasus

18 Kasus 19 Kasus 2 Kasus 6 Kasus 2 Kasus
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Keterangan :

1. Lidik : Mencari 2 alat bukti

2. Sidik : Dalam Proses

3. Tahap Il : Dalam proses Pengadilan

4. SP3 : Surat penghentian penyelidikan perkara

Sumber Dari Data Olahan di Dapat Dari Bagian Direktorat Reserse
Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada
Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2021

Dari tabel diatas dapat direduksi sebuah fakta bahwa, dapat di kategorikan
dalam kasus pemalsuan surat /akte palsu di Polda Sumut setiap tahunya dari tahun
2018 , 2019 sampai 2020 dapat dilihat dari segi tabel dari hasil data yang didapat
pihak Kepolisian Dareah Sumatera Utara yaitu naik turunya prilaku tindak
kejahatan pemalsuan surat dari tahun ketahun.

Perkembangan Kasus dan langkah Yang diambil dan Dari Hasil temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus pemalsuan tanda tangan oleh
pihak Kepolisian Dareah Sumatera Utara dari semua kabupaten daerah mengalami
naik turun setiap tahun nya. Pada tahun 2018 terdapat 26 (dua puluh enam ) kasus,
pada tahun 2019 terdapat 48 (empat puluh delapan) kasus dan pada tahun 2020
terdapat 37 (tiga puluh tujuh ) kasus, dimna semuanya masuk dalam tahap proses,
dimana dalam keterangan dari AKP. Masfan Naibaho bahwa proses dalam kasus
pemalsuan surat yang ditangani Polda Sumut bila di rinci seperti tabel diatas
menyatakan dalam 3 (tiga) tahun terkahir hanya 10 (sepuluh) perkara kasus yang
sampai ke pengadilan, dan dalam tahap penyelidikan terdapat 23 (dua puluh tiga)
kasus, proses penyedikan ada 25(dua puluh lima) kasus, dan SP3 sebanyak 53

perkara.
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AKP. Masfan Naibaho mengatakan bahwa: “ Naik turun kasus pemalsuan
surat dari tahun 2018 sampai 2020, artinya angka tindak pidana pemalsuan tanda
tangan atapun pemalsuan surat ini dikarenakan kurang kerjasama yang baik dari
masyarakat sehingga mempersulit kerja dari anggota kepolisian dalam menangani
kasus pemalsuan tanda tangan yang ada.” ° dari semua dan begitu banyak kasus
pemalsuan surat, artinya itu dikarenakan kurang dua alat bukti yang cukup untuk
membawa pelaku untuk dibawa dan dilimpahkan ke tingkat pengadilan.dan dalam
sisi lain AKP. Masfan Naibaho mengatakan karena :

1. Tidak terpenuhinya alat bukti

2. Adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor

3. Adanya laporan yang tidak jelas objek surat palsunya

4. Adanya pencabutan laporan dengan alasan masih ada hubungan

keluarga dan diselesaikan secara keluarga/ non litigasi

Surat palsu tidak menimbulkan kerugian kepada pelapor
6. Pelapor tidak punya hubungan hukum dengan objek surat palsu

o

Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini
sebagaimana surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

a. Dapat menerbitkan hak Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat
andil dan lainnya.

b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian Misalnya: surat perjanjian
piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang Misalnya: kwitansi atau
surat semacam itu.

d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi
sesuatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya: surat tanah kalahiran,

buku tabungan pos, buku kas, dan sebagainya

9 Wawancara Peneliti/penulis Dengan AKP. Masfan Naibaho
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Dalam kata lainya, Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada
pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi
unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya
perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbutan
tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab
maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta
pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab
dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :%

a. Keadaan Jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya)

3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap
dan sebagainya).

b. Kemampuan Jiwanya

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan
haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur
dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan
mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu
unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana.

% Lihat dan Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1)
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Dengan demikian, pemalsuan tanda tangan dapat dijerat dengan Pasal 263
ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada
akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan
dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsukan tanda tangan dan

pemalsuan surat/akte palsu.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari rumusanmasalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah diuraikan diatas,maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan
surat yang diatur dalam Bab XII Buku Il KUHP yaitu pasal 263 KUHP,
dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan
surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya
pemalsuan tanda tangan. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur
yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu
atau memalsukan tanda tangan yaitu “dengan maksud untuk memakai
(menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai
(menggunakan) surat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu.” Pasal ini
mengandung unsur motif dan mengandung unsur delik.

2. Perbuatan pemalsuan tanda tangan masuk ke dalam pengertian pemalsuan
surat dalam pasal 263 KUHP. Pasal 263 ayat (1) berbunyi : “Barangsiapa
membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan
suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan
sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6
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tahun”. Dengan demikian, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada

pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara.

B. Saran

1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat/akte palsu ini penulis
Banyaknya laporan pengaduan tentang pemalsuan surat masyarakat,dan
tidak tutasnya penanganan penyidikan yang dilakukan oleh pihak
kepolisian, sehingga membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja penegak hukum terutama khususnya pihak kepolisian semakin
berkurang. Karena pemalsuan surat dalam surat dianggap lebih bersifat
mengenai kepentingan yaitu kepercayaan masyarakat kepada surat-surat
dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan pribadi, yang mungkin
secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.

2. Penulis juga berharap kepada aparat penegak hukum sampai ke pihak
kepolisian serta seluruh instansi yang ikut andil dalam menangani perkara
ini agar lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dan lebih
memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku
sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya perlu
adanya kerjasama baik dari aparat penegak hukum terkait serta khususnya
aparat kepolisian maupun masyarakat dalam mensosialisasikan mengenai
tindak pidana pemalsuan surat/akte palsu maupun pemalsuan tanda tangan,
serta harus ada payung hukum yang mengatur tentang perbuatan
pemalsuan tanda tangan agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggap

bahwa memalsukan tanda tangan itu hal yang biasa, demi meminimalisir

69



adanya kasus serupa serta menciptakan masyarakat yang cerdas serta taat

akan aturan yang ada.
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